
FUNGSI ADVOKAT DALAⅣIPERKARA KORUPSI

Ade Weldcmar*

ABSTRAC'I'
lhc l.!rL p.lilrcs ()l PI.sidcnl Soesilo Brmhang Yudhoyono dcprcled b) rrnong othcr,

l'r.srd.frLnl Insru.tion No.5/200,1 con.crning lhe Accclcrirtion of Coruplion Errdication, has

rLnncrl lh! InJon.sirn go!e.nnrent inslilulions lo bc nrorc repressive loward.lcrv suspicious

.,!rutrL\. issuc Thi\ Ptsidcnlial Inslruclion is in hndcm wilh (n)lcrnmenl Regulxl()n

l.vo.r l/l()()0 ..nJcrnlrg lhc Procedule of Conrmunily Parlicipalion and Rc$.rrd1ng in Prcvcnling
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Krtd kuncir Korupsi. Fu11gsi Advokat.

I. PENI)AHULUAN
Kctika ada dua pilihan yang

lrcrujung tanggung jawab, mana
yrng harus dipriorilaskan untuk
ditolong \corang advokat. Misal
n)a. irprkrh ia menolong gadis
jelitiI \ckolah mencnE!ah Pcrtama
(SNiP) yang nlohon nlenganlbil
kan raportnya. atau ibu Yang
gclisah karcna suaminya ditahan
karcna sangkaan korupsi? Demi
kian jugir. apakah ia memilih
kenangan indah pribadi atau me-

tncnuhi lunluten dan tanggung

jawab profesi. Sesuai tirngsi dan

sumpah advokat, karena urusan

sang gadis adalah Pribadi, tentu
saja seorang advokat akan rne-

milih menolong sang ibu karcna
gelisah ancarnan hukuman Yang
sangat berat yang akan diderila
suaminya. Pclaku koruPsi, Yakni
korupsi dalam kcadalrn bahaYa,

bcncana alam, atau dalan krisis
moncter dapat dinncan hukuman
pidana mati lvide Pasal 2 (2) UU
Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberanlasan Tindrk Pidana

Korupsil. Sclain itu, kelentuan
yang menjadi perhalian advokat

adalah Pasal 56 Kitab Undang-l'.tr1h!,\rlr.Lrr. Sr'rror & !rgi{cr llrktrri dm
tl n\ri!rr' \n(LrL.\ Pr{!rr!
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llndeng Hukum Acara Pidana

lKLltlAP) yang bahkan llrclvaiib
krn bagi pciabet dalam scnlua
tiDgkat pemeriksiLan untuk :nenve-
diakan penasihat hukum bagi
tcrsangka atau terdakwa yang
tidak mampu yang terncam hu-
kuman di atas lima tahun.

Seandainya ancaman hukum-
annya ringan, dalam hitungan hari
alau bulan. tcntulah dia tidak
akun datang ke advokal. Karena
sejatinya bahwa advokat mernang
lahir untuk memberikan bantuan
hukum atau mcmbela hek hak hu

kum tersangkrterdakwrterpida-
na. Mereka yang memerlukan jasa
advokat tcntu sda bukan untuk
"gagah-gagahan" seperti para artis
yang memakai jasa advokat untuk
kawin cerai, tetapi utamanya agar
tidak terjadi main hakim sendiri.
e i ge n ric htin I, penyalahgunaan ke-
wenangan l(./l.lal yang besar (ke-
wcnangan menangkap, mcnahan.
menyila, menggeledah, dan seba
gainya). alau menghindari kesala-
han misalnya pemerasan, salah
proses. salah tahan. salah tangkdp
atau salah hukum. dan lain lain
kesalahan )ang sangat mungkin
terjadi dalam proses peradilan (sa

al penyidikan, penuntfian, penga-
dilan). Dalam penSaiaman praktik
kepengacaraan. penulis menernu-
kan bahwa lenlbaga praperadilan
sebagairnana diutur dalam Bab X
Pasal 77 sampai dcngan Pasal 83
KUHAP (LlU No.8 Tahun l98l
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tcntang HLrkurn Acxra Pidana)
mcflrpakirn Iembilgd )'lng scbc
nafn!a sangut elektif, atau paling
tiduk potensial clcktil untuk
mcngganlang (rninimxl mence-
gah) prilaku menyinpang aparat
dalam penyidikan. Prilaku me
n)impang mana, pada umumnya
bermotifkan pcmerasan dengan
ancanlan tindakan ludicial yang
akitn dibedakukan. umpananya
rncnjadikan saksi sebagai tersang-
kii. menahtn. menangkap, dan
lain-lain, hila tidak membayar se-
jumlah uang tertentu kcpada
oknum penyidik. yang untuk
segala xksin)a kcrap mengatas-
namakaD rtilu mcnycbut nyebut
akan rnenyelor ke at.lsan. Apalagi
kalau pengacaranya pLlnya ideo
Iogi dan tidak bisa disetir oleh
pcnyidik untuk main mafia per-
adilan. Jadi Justru sangat bcrba
haya dan v,LQ.k bila ade pemi-
kirao untLtk mengubah KUHAP,
menerapkrn apa yang disebut
dengan sistem hakim komisaris.

Manusia mempunyai sifat
khilaf. Hal ini juga dapat ter.jadi
pada aparalur kepolisian, kejaksa-
an. Komisi PcDlbcrxntasan Korup
si. dan parx Hikim selaku pelugas
dallnr proscs pcradilan itu.
Advokat diberi peran unluk rnem-
bcla drn nrcmbantu hak-hak orang
yang disiLngkr atau dituduh me-
lakukan pelanggaran hukurn. Pen-
dck kata. iLdvokat ikut bery)eran
untuk meluruskan alau mernasti-
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ku proses hukum agar berjalan
seclle baik menurut aturan alan

menilgu rgrr tidok lerladi korupsi
olch pcncguk hukurr sendiri. Jadi.
ad\1)krt bukan sama sekali ment-
helrr lesalirhan rlr ang. Apabila di
ba)angkan. tLreas advokat ini adal-

lah bcrxl.
l)alxm lugas dan tanggung ia

$ab yang berat ilu. sangat disa
yangkan, khusus menyangkut Pe-
rxnlnnvr dalam pemberantasan

korupsi ini. adanya satu gejala
lidxk lrzrrr-ganJil yang rnena-
rik untuk ditclaah. Gejala dinrak-
sud xLlaluh adunya sekalangan
irdVokat. tcrutama yang berlatar
bclilkang lembaga sosial masya-
rakat ILSM) mengelak dari tang-
gung jxwxb profesinya untuk
nrendanrpingi para tcrsangka yang

scdang diper iksa karcna ke.jahatan

yang dilakukan kliennya adalah

korup\i. yaitu kejahatan yang
sccirfr internasional tcrgolong ex-
tru onlinn Lrimes tl,n crimes
agdin hutlumi\' (keiahalan ter-
hadLrp kcmanusiaan). Sebaliknya,
sebrgixn advokat justru sangat

bergairah dalam mendampingi
dxn mensuporl lLlgas tugas kepo-
lisian. kcjaksaan dan Komisi Pem-

bc|antasan Korupsi (KPK). Ad
\okrl drlxnr [rtian ini menrbantu
ploscs penegakan hukum bukan
.lengan cart rncngadvokasi klicn-
rvil rnclalui lungsi cksternal kon-
trol. pengr\\asitn. dan Pengorck
siiLnnvr !erhrdxp kerja-kerjx pc
l]yiclikun, per)untutan, dan penga

dilen oleh polisi, jaksa dan hakim,
akan tctapi justru menjadi fasili-
tator. bahkan supporter bagi pc

nyidik dan pcnunlut di aneka se-

tl1i\nr. workshop, dan lainlain
pe(emuan ilnliah. mauPun me-
lalui ancka pemyataan di media

Satu sisi ini. pcran advokat
berarti buik hltgi kinerja aparat
untuk mengangkal ke pcrmukaan
suatu kasus korupsi- Aparat Dle-

rasa ter-ract llp oleh sesuatu Yang
sangal diperlukan, mcngingxt ter-
sangkrterdakwa dalarn klsus
kasus korupsi adalah pihak yang

memiliki kapasitas "berat" yaitu
orang kuat/berkuasa, oraog bcr
massa banyak. dun/atau orang bu-

nyak uang. Pada sisi lain, Perao
serta masyarakat sangat did^nt
bakan dalam upaya pemberantas

an korupsi. Denrikian iuga politik
hukum pemerintahan beberapa
Prcsiden pasca Presiden Soeharto
yarlg komit dalam Pembcrantasan
korupsi sesuai tuntuten reformirsi,
yang paling tiduk tergambar da-
lam peraluran yarg dibuat tampak
lerlihat menggebu-gebu dan men-
jadikan korupsi sebagli musuh
bersama. Hal ini terlihat. antara
lain, dari Inst|uksi Prcsiden (ln-
pres) Susilo Banbang YudhoYono
Nomor 5 Tahun 200,1 lenteng Per_

cepatan Pemberantasan KorLlpsi jo
Peraturan Pcmeintah (PP) Nornor
7l Tahun 2000 yang ditandata
ogani oleh Presidcn Abdulruhnriln
Wahid tentang Tata Cara Pcllk
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sanaan Peran Se[a MNyalakat
dan Pemberian Penghargaan Da-
lam Pencegahan dan Pemberan-
tasan Tindak Pidana Korupsj.

Pada sisi lain hal di atas rnem-
bahayakan pcnegakkan hukum.
karena negata kchilangun kontrol
kritis dari kalangan advokat (me-

ngingat umumnya advokat dari
kalangan LSM relatil lebih kritis)
terhadap kemungkinan penyele_
wengan kewenangan dalaln pcnyi_

dikan. Dalam hal ini perkara akan

"digantung tak bertali", dalam arti
tak pcrnah dilimpahkan ke penga-

dilan, karena ditutup namun tidak
dikcluarkan Surat Perintah PcnS-
hentian Pcnyidikan (SP3). Lalu
selama itu para tcrsangkanYa, bah
kan para saksi dijadikan "ATM"
atau sapi perah oleh Para oknum
penyidik. Akibatnya korupsi se-

makin merajalela dan tak ter_

kcndali.
Dalam hal lain, yang menjadi

kambjng hitam adalah putusan

hakim. ketika hakim memvonis
bebas terdak!va. Hakim bukan ha

nya tidek boleh nrenolak perkura

tctapi .iuga tidak boleh mcncari
pcrkara, atau mcmin!a Perkara dan

alau terdakwa lain, sclain yang te-

lah ditentukan penunlut umum.
Keadaan ini diperparah oleh pa-

ham atau kelaziman dalam dunia
hukum, bahwa yang bisa dilaku
kan kajian akademik adalah pu

tusan pengadilan yang tclah l,?

krac:ht van gew4rrle, yang telah

F{,jNCSlADvO,{i17
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rrenjxdi lurisprudensi. ArtjnYx,
penyidikan akan imun deri telaah

kritis kelangan akademisi sekali_
gus advokat.

II. PERNIASAI,AHAN
Bcrdrsurken uraian di atas,

permitsalallan yang heldak dikaji
dalarn tulisan ini adalah. bagai-
rnrna peri.rrr advokal dalam mcm_

berikan jast hukum terhrdaP Per-
kara tindak pidana korupsi?

III.DAMPAK POI,ITIK HUKUNI
Berkaitan dengan koruPSi,

"politik hukLrm ' penletintahan pa

ra Presidcn sesLldah masa Prcsi-
den Socharto, scbenarnya bukan

saja rnemberi tangglrng jawab
yang bcrat bxgi profesi advokat
yang tclah Inendapat prjakan ek-
sistensi konstitusional melalui
Undang-Undang Nomor l8 TahLln

2003 tentang Advokat; akan tetapi
jugl kcwenangan dan tanggung
jewab yang berat bagi para pe-

nlidik. Kontrol cksternal dari ka-

lrngan aldvokiLt (ylng secara kc-
lcmbugaan dan perconxl indepen-
den karcna bukan pegawai negcri)
terhadlp kompsi lidak mcmadai.
Apalagijika kol1trol itu hanya dari
aneka kornisi kcjaksaan, komisi
kcpolisiur. dan lain-lain yang ma-

rak dibentuk belakangan ini, yang

notabenenye peda umuntnya bera-
sal dari kiLltngan pegawai negeri
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siprl (PNSl. )mg bcrarti juga pcr
nih lreiikrnati. memakai atau me-
ngclola uang negara. Secara para-
lc l. kcti.lxketeklifdn kontrol her-
erti .juga berpeluang besar untuk
ter-jadinya ketcrjcrumusan dan pc
nyelewengan besur berupa pene-
rxsxn. suap menyuap. dan paak-

tek priLkick ganas matia pcradilan
ylrng 1u in.

f./rr "politik hukuni' yang
dirnirksudkan di alas adalah paling
tidak sepcrti yang dinyatakan
\4oh. Mahiud M.D. sebagai "/egdl
Trrlirr" yang akan atau telah di-
laksanakan sccara nasional oleh
peirerintah Indonesia. yang mcli-
puti: pcrtama. pcmbangunan hu-
kum yang berintikan pembuatan
dnn pcnrbahrruan terhadap ma-
tcri rrateri hukum agar sesuai de-
ngirn kebutuhan; kcdua, pelaksa-
nxxn kctcntlran hukum yang telah
ada tcrmasuk penellasan fungsi
lcmbllga dan pernbinaan para pe-
neEIak hLrkum (Moh. Mahfud MD,
2{)01: 9). Dalam teks yang lebih
lanu clari Abdul Hakim Garuda
Nusu tara, politik hukum djsama
ka sebilgai "politik pembinaan
hukurn nrsional", yaitu cara pe-

rerintah nlcirandang permasalah-
xn sosial yanS dihadapi oleh ma-
syilrukat lndolesiil (Abdul Hakint
CalLrda Nusantara, I 988r.36).

Logikrnya, tanggung jawab

negara dalaln nrembcrantas koruP-
si senlakin beral. Beban ini sema
kin bcrat dcngan adanya penye-
lcwcngan bcrat )ang dilakukan

aparal ncgara korup. lni paralel
dengan ungkrpan Lord Acloni
"po\)er tends to (orrul)|, absolutl
power corrupt absolutel,-' (.J.R.

Lucas, 1966: l7). Kondisi ini sc

makin berat jika sumber daya ma-
nusia terbatas, kesejahtcraan apa

rat rendah, dan KKN mcnjadi de
sar rcknrtmcn, mutasi dan prorno-
si aparat negarx. Hak itu terutama
dalam pelaksanaan tanggung Ja-
wab negara yang bcrjalan tanpa
ideologi. ldeologi yang dimaksud
kan di sini adalah seperangkat
nilai-nilai luhur yang menjadi a-
cuan bersam! yang mengikat sua

tu lembagiL/organisasi. Jadi idco
logi di sini bukan hanya ideologi
organisasi negala, misalnya ideo
logi Pancasih di negara lndone-
sia. Penge[ian ideologi di ali]s se-
jalan dengan dcfenisi yang dikc-
mukakan oleh Dahlan Ranuwi
hardjo, bahwa "ideologi adalah
scpcrangkat ajaran-ajaran atau ga-
gasan-gagasan berdasarkan sualu
pandangan hidup untuk mengatur
kehidupan negara atau masyarakal
di dalam segi-seginya yang rata-
rata disusun dalam sebuah sistern
bcrikut aturan operusionalnya"
(Dahlan Ranuwihardjo. 2000: 9).

Mengingat hal di atas. urgcnsi
kehadiran advokat sebagai pena-
sehat hukum semakin pcnting da-
lam menyelesuikan kasus kasus
korupsi scjak proses penyidlkan
sampai proses persidangan di Pe-
ngiLdilan- Di bawah ini dikerru-
kakan politik hukum pemberan-
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tasan korupsi rata-rata para Pre-
siden pasca Presidcn Suharto.
yang sesunggnhnya jauh lebih be-

sar menyangkut proses penyidikan
daripada proses di dalam sidang
yang tertiluka untuk umum.

Pertama. secara foamulatif hu-
kLrm positif, dalam UU No.31 Ta-
hunl999 yang lahir puda masa
Presiden Habibic yang telah di-
pcrbaharui dengan UU No. 20
TMun 2001 pada masa Presiden
Megawati membe rumusan yang
sangat luas tcntang hal-hal yalg
dapat dianggap perbuatan korupsi.

.jika dibandingkan dengan rumus-
an Undang undang Nomor 3 Ta-
hun l97l tentang Pembcrantasan
Tindak Pidana Korupsi yang di-
buat semasa pemerintahan orde
baru. Bahkan unsur perbuatan
mclawan hukum yang dianut
hukum positif adalah perbuatan
melawan hukum formil maupun
miLteril (ri.& penjelasan Pasal 2

Ayat I UU No.3l Tahun 1999),
yakni meskipun perbuatan terse-
but tidak diatur dalam peraturan
perundang-undangan namun apa-

bila perbuatan tersebut dianggap
tercela karena tiduk sesuai dengan
rasa keadilan atau norma-nonna
kchidupan sosial dalam masyara-
kat, maka perburtan tersebut da-
pat dipidana karena dianggap ko-
,upsi. Pcnjclasan umum UU No.
I I Tahun I999 menyebutkan bah-
wa hal itu dimaksudkan agar mo-
dus operandi penyimpangan keu-

,.t]NCSl ADVOKAT
DALAIII PERKARA KORUPSI

itngirn dan perekonomian ncgara
yirng canggih dan rumit dapat
dilxngkau oleh lIU, schingga
korupsi drpal diberantas.

Bahkan. lebih jauh lagi. pcr-
buatan me lawan hukum materil
inipui dipahami dalam fungsinya
yang positif. Dirlam litcratur ter-
dapa! dua lungsi darl ajaran sifat
perhuatan melawan hukum male-
rial, yaitu dalam arti fungsi yang
positil yakni suatu pcrbuatan,
meskipun olch peralurar perun-
dang unangirn !idak ditcntukan se-

bagai perbueten melawan hukum.
namun aprhila menurut Penilaian
masyarakal pcrbuatan tersebut
melawan hukum. maka perbuatan

tcrsebul telap mclawan hukum.
Perbuatan hukum yang negatif
adalilh sebirliknya. yaitu meskipun
sllatu pcrbuatan menurLrt pcratur
irn perundeng undangan adalah
mellwan hukum, sedanSkan rne-
nurut maslrrakat tidak melawtn
hukurn. muka perbuatan tersebut
bukan perbuntan melawan hukurn
(Moeljatno, 2002: 133 lihat pula
lndriyanto Scno Adji, 2002: 131-
l9-l).

Kcdua, silat penyidikan yang
tc(utup, yung bcrbcda dcngan si-
dung pergr.rdilan yang terbuka un-
tuk umum. Silot penyidikan seper-
ti itu konrrir produktif bagi asas
praduga tiik bcrsalah (/rrs.\rrr)Iidr
ol itutoccnct) aprbila penasehat
hukum tidak berperan normal dan
,rraksimal. C)tonlatis, penyidikan i-
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tlr membLrkir pcluang praktik Pe
nckiLnan psikologis yrng sangat
merlxkutkan untuk diiahan (bagi

ter singkal. xtau men.iudi tersang
kr lbigi pnrir saksi). kesemua itu
yxng helurn tenlll bcrsalah. Ka-
laupun lcla upeya penyidik untuk
rrernb/rrl-rrp suatu perkara yang
nr ih dllam penyidikan, melalui
nledia pers. (mungkin unluk mcm-
brngun /,-aJUr? atmosfir "rasa kc
ildilxn masyarrkat") pada umum
nyu pembcriiaan yang dilakukan
itLr dengan cara vang tidak scim
bxrg, dcnglln lujuan nrcnekan ter-
\1r!ku.liLn aluu kcluarganYa, bah
kan pennschxt hukurnnya, agar

bungkarn atau dianr seribu bahasa.

Apilbila lersanllka tidak koperalif,
lnnkx ia akan ditahan, meskipun
hak asasi ienangka dalam hal asas

praduga tak hersalah lelah diban
tai. rclrlritsuk (reh pemberitaan
rredir nlxssa yang bertubi-tubi.
I'ers sccara kontinyu dun lengkap
rrcngLrtip Perkembangan PenYi-
diku dcngan nlasan hak infor
mlrii fublik. Karena pers ditekan
olch penyidik (lerutarna bagi pers

dacrah/lokal yang punya bargain-
ing lcbih lemah). pers mcnjadi
terjerurnus ke dalam situasi "l,"idl
b| the p(rs". dengan sanga! sedi

kit. hahkan hanrpir tidak ada pers

yirng nrcnSutip kcterangan tcr
:irngkr. keluxrgi:r. atau penasehat

hukLrnrnyx. Praktik seperti ini, ke-

likr tersugke atau para saksi su

dah sangat goyah dan kctakutan,
sering diikuti oleh pemerasan oleh

okium penyidik sepcrti telah di-
singgung di at|Is.

Merujuk pendapat Herbert L.
Packcr yang lerjadi dtlam pcra

dilan Indonesia adalah pergeseran
paradigma sistem periidilan pida-
nir d.:ti due process modcl ltng
dianut KUHAP. ke arah r:rrnte
rrnxrrt molel- ret l;a.rt mundur
ke belakang, kc masu HIR dulu
(Herbcrt L. Packcr, tanpa tahun:
149-173). Kelihatan bahwa fungsi
represif yang dijalankan aparat sc

makin keras. Ptinsip Pre.tu tPtiott
of guiLlf l\lar praduga bersalah
mcnonjol, tercermin dari sering
nya hak tcrsangka untuk didamPi-
ngi penasehat hukum ditiadakan.
Sering seseorang diproscs penYi-

dikan dan ditahan oleh aParat Pe-
nyidik tanpa didampingi Penasi-
hat hukum. Kalaupun didampingi
penasihnt hukurn, pendarnPingan

itu diberikan selelah proses penyi

dikan atau penahanan dilakukan,
dan penasihat hukumnyapun ada-

lah yang ditunluk olch penyidik.
yang sangat diragukan indcPen-

densinya.
Tak pelak hel di atas adalah

warna-warni yang merendai dunia
advokasi (penegakan hukum) In

doncsia. Warna gelap advokat e

dalah advokat kurang. bahkan ti-
dak menraharni idcologi Profesi
dan sumpah profesinya. Selain i1u

advokat cenderung ikut arus (/,1.r_

ix.rl,,err). opini awem Yang tcrba-
ngun, dan bias politik hukum
yang dalam pe.spektif advokdsi
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seyogyanya juga dapat dipahami
sebagai bagian propaganda politik
rezim. Lebih jauh dapat dikatakan
advokat telah terseret ke ideologi
populisme, yang mendamba citra
(bukan esensi) dan mendambakan
popularitas laksana seorang peng-
hibur dengan mengelak dari tang-
gung.jawab untuk membela sese-

orang yang oleh umum telah dicap
koruptor, meski belum ada proses
peradilan. Secara sistemik hal itu
merupakan bagian dari proses
yang "sungsang" (terbalik-balik),
yaitu advokat yang berkecende-
rung menjadijaksa bahkan hakim,
jaksa menuntut bahkan hakim
memvonis seseorang yang belum
ten!u bersalah. dan advokat meno
lak klien tersangka korupsi. Seba-
liknya iaksa berkecenderungan
bahkan telah berpraktik sebagai
penasehat atau konsultan hukum
dengan nlenjadi penagih piutang/
clebt collec to r bank-bank pemerin-
tah meskipun sangat UU melarang
(Pasal I I l,IU No. l6 Tahun 2004
tenlang Kejaksaan Republik Indo-
nesia). Polisi yang suka menjadi
eksekutor yaitu melampang kepa-
la tahanan dalam sel dan lain-lain
rralfungsi penegak hukum.

IV.HUKUM, KODE ETIK, DAN-
SUMPAH ADVOKAT

Bagaimana hukum mengatur
masalah korupsi dan advokatJ Ba
gaimana kode etik dan sunrpah

I'UN(;SI ADVOKAT
D,1L\i'l PERKARA KORUPSI

advokat mengikat perilaku advo-
kat l Hukum rnenentukan bahwa
seseorang yang mendapatkan an

caman hukuman sangat berat
(dalam KUHAP diancam hukum
an 5 tahun atau lebih) maka yang
bersangkLrlan sangat berhak untuk
mendapatkan bantuan hukum oleh
seorang atau lebih pcnasihat hu-
kum. Bahkan bila ia tidak mampu
mcndapatkan jasa scorang advo-
kal sebagai penaseha! hukumnya.
maka pemeriksa pada setiap ting-
kat pcmcriksaan berkewajiban un-
luk mencar ikan penasehat hukum
baginya sebagaimana diarnanat-
kan olch pasal 56 Ayat I KUHAP.

Advokut harus bersikap dan
bertindak independen karena yang
akan diawasi, dikoreksi, bahkan
dituntut, atlu dibanding di penga-
dilan adalah kalangan atau orang
yang mendapal ancaman hukuman
"bcrat". Pcnegak hukum lain se-
p(rrti bupaii, gubernur, kepolisian,
kejaksaan. bahkan presiden adalah
lapisan utame yang sccara yuridis
konstitusional harus dikontrol o-
leh advokai. karena siapapun tak
bisa langsung mencampuri kekua
san yudikatif). Apebila polisi me-
nangkap ()lang trnpa dilengkapi
dcngan surat perintah penangkap-
an, meoggeledah ianpa ada suaat

izio Ketua Pengadilai, menyiksa
tuhrnan litksana rlgojo, dan seba-
gainya makr advokat yang mcnja-
di pcnaschat hukum akan nela-
porkan pcnvclcwengan polisi da-



L711〃●κι,17ヽ
`,2/η

′′,ソAⅣじAR′ 2つ0ド

麺
lxnr penyidikan itu kcpada atasan-
11ya.

Apabila laporan ke atasannya
tidak mcmpan unluk rnenindak
lirrdukirn polisi tcrscbut. maka
ad!okal ukan membantu tcrdakwa
untuk nrcnuntut polisi di depan
sidurg fri.rpcradilan. Dernikinn
pulr apahila laksa atau Komisi
Pernberantasan Korupsi (KPK)
daletr trtemer iksa tersangka ko
rupsi dilakukan secari pilih kasih,
yang mana tersangka yang ber
hasil dipcras dilcpaskan dari pro-
scs pclrcriksaan, sedangkan ter-
sangkr ),ang tidak berhasil diperas
tcllp ditirngkap bahkan ditahan.
rrakr rclvokat akan mclaporkan
pula kc atlsa nya. atau atas nama
kuasa hukurr dar-i lersangka me-
nuntul kc sidxng praperadilan,
utuu rlteltporkan oknum pemeras
kc polisi.

Selain hal di atas, advokat ju-
ga masih memiliki peran terhadap

fcrkitrx vang lel!h diputus oleh
pengadilan. Apabila advokat me
nilai futusan hakim salah, maka
aclvokat atas nama kuasa hukum
tcrdtkwa dapa! melakukan upaya
hukLun banding ke pcngadilan
yang lebih tinggi. Aapabila putus
an hLlkim pengadilan tingkat ban-
ding dinilai advokat ada kesalah
un. nlLrk! advokat dapat mengaju-
krn upeya hukuin kasasi ke Mah-
kamah Agung atas nama kuasa
hlrklrrrl tcrdlkwa. Dcmikian pllla
aprbila putusan hakim (pcnga
dilen) tclah mcmpunyai kckuet^n

hukum tctap, tctapi ntenemukan
bukti baru yang terkait dengan
perkara yang diputus oleh hakim
tcrscbut. advokat atas nama kuasa
hukum tcrpidana dapat mengaju-
kan upaya hukum pcninjauan
kembali. Apabila kesalahun hakim
dalam mengadili atau memutus-
kan perkara mcngandung unsur
pidana, misalnya mcmcras para
pihak yang berperkara. advokat
(penasihat hukum)-nya berkewi-
jiban pula untuk melapor ke
polisi, karena hakim juga adalah
sub.jck hukum yang bisa dilapor-
kan ke polisi.

Advokat mcmiliki kode ctik
yang ditetapkan oleh organisasi
advokat. Kode etik ini berhku
men8ikat advokat sebagai dasar
sikap dan tindakan advokat dalam
nrenjalankan profesinya. Ko.le
etik advokat Indonesiu menyata-
kan bahwa advokat tidak bolell
rnenolak sualu perkara karena
perbedaan agama, ideologi, dan
bcrat-ringannya hukuman yang
diancamkan pada perkara. Ini
berarti advokat wajib rncnjalankan
profesinya dengan tidak melang-
gar kode etik.

Setiap advokat dianSkat dan
disumpah sebelum menJalankan
profesinya. Sumpah advokat me-
nyatakan "bahwa saya tidak akan
menolak untuk melakukan pembc
laan atau memberikan jasa hukum
di dalam suatu perkara yang nre
nurut hemat saya merupakan bagi-
an daripada tangBung jawab pro-
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Iesi saya sebagri seorang advo
krc' (Pdsal 4 Ayat (2) Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat). Sumpah ini
mcnjadi benteng sikap advokat
dalam melaksanakan profesinYa
Tanggung jawab advokat adalah

memberikan jasa hukum, sehinS-
ga pelanggaran tcrhadap tanggung
jawab itu adalah pclanggaran ter-
hadap sumpah advokat. Karcnt
sumpah idvokat diatur di dilam
UU No. 18 Taiun 2003 (UU Ad-
vokat), maka pelanggaran sumPah

advokat herarti melanggar UU
Advokat. Apalxgi dalam mc-
laksanakan profesinya, odvokat
melakukon korupsi, maka advokat
melanSgar hukum pidana (hukum

korupsi), kode ctik advokat, dan

sumpah advokat.

PENUTUP
Ncgara ini sangat mcndam-

bakan prolesionalisme dari sege-

nap aparat penegak hukumnya.
Seluruh prolesi penegak hukum
yaknj kepolisian, keiilksaan, pe-

ngadilan, bahkan advokat dituntul
untuk bergelut dan bekeria keras

di fungsinya masing-masing, agar

scmua pihitk bisa berbuat mak-

simal dan optimal sesuai khittah
kelahiran profesinya.

FUNGSI ADVOKAT
DALAM PERKARA KORUPSI

kara korupsi, advokat bcrfungsi
scbugai pihak yang memberikrn
jlsa hukum kepadr tersanSki atau

tcrdiikwa untllk membela hak-hak

hukum tersnngka alau tcrdakwa
agar tiditk dirmpas sclama Proses
penegiilen hukum oleh lembaga

yang berwenang. Selain itu, advo

kat iugx berfirngsi scbagai lemba-
ga kontrol terhadap aparat Pene
gak hukurn, agar aparat penegak

hukun tidak melal(ukan penalah-
gunaan wewenanSnya. Advokat

iuga dapal menggunakan haknYa

sebagai kuasr hukum klicnnya
untuk mclaporkan secara adminis-
tratif tindakrn aparat penegak hu-

kum yang menyalahgunakan we-

wenangnya irtlu mclaporkan ke

pihdk kepotisian aprhila tindakan
aparat pencgak hukum tersebut

mcngandung unsur Pidana. Di sisi

lain advokat juga harus menialan-

kan profesinya dcnSan iidak me-

Ianggar hukum, kode etik advokat
dan sumpah advokat.
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